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Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi peran pemerintah dalam perlindungan
hukum terkait pemberian kewenangan perbakin dalam memberikan izin tembak
bagi masyarakat. Meskipun masyarakat sipil telah mendapatkan izin resmi,
kepemilikan senjata api tetap menimbulkan berbagai potensi ancaman dan risiko
yang memerlukan regulasi dan pengawasan ketat. Penelitian ini menggunakan
pendekatan yuridis normatif dan metode analisis peraturan perundang-undangan
yang relevan, serta kajian terhadap literatur hukum dan kebijakan terkait. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pemerintah telah menetapkan regulasi yang
komprehensif untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan senjata api oleh
masyarakat sipil. Regulasi tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1951 tentang Senjata Api dan Bahan Peledak, Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun
2015 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api, serta peraturan
lainnya yang mengatur prosedur perizinan, syarat-syarat kepemilikan, dan
pengawasan penggunaannya. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi
berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga terkait,
keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dalam pengawasan, serta
lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi. Selain itu,
kesadaran hukum masyarakat mengenai tanggung jawab dan risiko kepemilikan
senjata api juga perlu ditingkatkan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan
efektivitas koordinasi antar lembaga, penegakan hukum yang lebih tegas dan
konsisten, serta edukasi kepada masyarakat mengenai risiko dan tanggung jawab
kepemilikan senjata api berizin. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan
perlindungan hukum terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh kepemilikan senjata
api berizin oleh masyarakat sipil dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Kewenangan, Organisasi, Izin, Senjata Api
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Abstract

This study aims to evaluate the government's role in legal protection related to the
authorization of perbakin to provide firearm licenses for the public. Although
civilians have obtained official licenses, firearm ownership still poses various
potential threats and risks that require strict regulation and supervision. This
research uses a normative juridical approach and the method of analyzing relevant
laws and regulations, as well as a review of relevant legal and policy literature.
The results show that the government has established comprehensive regulations
to govern the ownership and use of firearms by civilians. These regulations include
Law No. 12/1951 on Firearms and Explosives, National Police Chief Regulation
No. 18/2015 on Firearms Licensing, Supervision, and Control, as well as other
regulations governing licensing procedures, conditions of ownership, and
supervision of their use. However, implementation in the field still faces various
challenges, such as a lack of coordination between related institutions, limited
human resources and technology in supervision, and weak law enforcement against
violations that occur. In addition, public legal awareness of the responsibilities and
risks of firearms ownership also needs to be improved. This study recommends
increasing the effectiveness of inter-agency coordination, stricter and more
consistent law enforcement, and education to the public regarding the risks and
responsibilities of licensed firearms ownership. With these steps, it is expected that
legal protection against the threats posed by the ownership of licensed firearms by
civilians can be optimally realized.

Keywords: Authority, Organization, Permit, Firearms.
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